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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdirinya suatu perusahaan tak luput dari salah satu tujuan utamanya
yaitu mencari laba semaksimal mungkin. Berbagai perusahaan memiliki trik
dan strateginya sendiri untuk mencapai tujuan tersebut, namun dalam
mencapai tujuannnya suatu perusahaan harus juga memperhatikan aturan-
aturan yang belaku yang selalu berkembang di setiap jamanya. Aturan
tersebut harus dipatuhi bagi para pelaku bisnis karena tentunya akan ada suatu
sanksi jika para pelaku bisnis mengabaikan aturan-aturan tersebut. Salah satu
aturan yang mengikat suatu perusahaan adalah tanggung jawab sosial suatu
perusahaan bagi pihak yang terlibat maupun terdampak. Menurut
Kusumadilaga (2010) dalam (Sathyaningsih, 2015)dijelaskan bahwa
corporate social responsibility atau CSR merupakan sebuah konsep yang
dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan
terhadap lingkungan sekitarnya, yang mengarah pada semua hubungan yang
terjadi antara perusahaan dengan semua stakeholders-nya. Kini tanggung
jawab sosial tersebut sudah bersifat mengikat bagi perusahaan. Hal ini telihat
dari adanya beberapa peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab
sosial ini, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak

dan Gas Bumi, Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tahun



2007 Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan, Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin.

Tidak sedikit perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menganggap
bahwa memberikan tanggung jawab sosial merupakan hal yang dapat
mengurangi pendapatan perusahaan. Baik itu perusahaan kecil maupun
perusahaan besar, terlebih perusahaan kecil yang memiliki pendapatan yang
tidak menentu dengan angka pemasukan atau pendapatan dana yang kecil
menganggap bahwa mereka tidak ada kepentingan dalam kegiatan sosial.
Padahal, pada dasarnya jika dana Corporate Social Responsibility (CSR)
dikelola dengan baik sekecil apapun nominalnya bisa menghasilkan hal yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial disekitar perusahaan tersebut, suatu
perusahaan dalam merencanakan atau melaksanakan program Corporate
Social Responsibility pastinya memerlukan anggaran dana.(Munandar,
2011)menegaskan bahwa pengertian anggaran adalah suatu rencana yang
disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang
dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka
waktu tertentu.

Tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan yang
terlepas dari anggaran, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut
akan memerlukan biaya. Menurut (Haruman & Rahayu, 2007)menegaskan
bahwa proses penyusunan anggaran merupakan tahap akhir dari proses

perencanaan menyeluruh perusahaan (total bussines planning). Perencanaan



menyeluruh perusahaan ini dilaksanakan melalui empat tahap yaitu penetapan
filosofi dan misi, penetapan tujuan (goals) dan strategi, penyusunan program
(programming), dan penyusunan anggaran (budgeting).

Pada masa sekarang banyak perusahaan yang berhasil karena adanya
anggaran dana yang khusus digunakan untuk memperhatikan lingkungan
sosial sekitar perusahaan tersebut. Artinya bahwa kesuksesan perusahaan-
perusahaan dilihat juga dari bagaimana suatu perusahaan mengelola anggaran
dan akuntabilitas untuk tanggung jawab sosial terhadap daerah operasi
perusahaan, sehingga menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat
sekitar. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program yang
memerlukan anggaran dana yang lumayan besar, sehingga dalam hal ini peran
penganggaran dan akuntabilitas di suatu perusahaan sangat penting karena
merupakan elemen sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat
perencanaan, pertanggung jawaban, dan pengendalian agar dapat
melaksanakan kegiatan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Adapun
hal yang mempengaruhi kesuksesan mengelola anggaran yaitu akuntabilitas,
karena dengan adanya proses akuntabilitas penciptaan perencanaan anggaran
dana bisa menjadi lebih terbuka dan partisipatif.

Akuntabilitas adalah syarat terlaksananya proses pelaksanaan tata
kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas yang merupakan
prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu
acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam beberapa
pengertian, akuntabilitas pada umumnya dikaitkan dengan proses

pertanggung jawaban terhadap segala bentuk pelayanan yang diberikan atau



yang telah dilaksanakan. Salah satu bentuk akuntabilitas suatu perusahaan
terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam
(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
2007)pada bagian kedua Pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa laporan tahunan
harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Sehingga berdasarkan peraturan tersebut penyaluran dana Corporate Social
Responsibility (CSR) ini dapat dipertanggungjawabkan dihadapan para
stakeholders.

Pada dasarnya dengan perusahaan melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) dengan memperhatikan proses penganggaran dana dan
akuntabilitas, suatu perusahaan akan mampu untuk menjaga eksistensinya.
Selain eksistensi suatu perusahaan dengan adanya penyaluran dana yang baik
akan dapat meningkatkan citra baik perusahaan(Pamunkas, 2016).

Awal tahun 2020 adalah awal terjadinya pandemi covid-19 yang
menyebabkan semua kegiatan menjadi terganggu mengakibatkan perubahan
pada banyak hal dan menimbulkan resesi di berbagai belahan dunia.Krisis
yang ditimbulkan ini menjadi tantangan bagi berbagai perusahaan dalam
membangkitkan kondisi ekonomi. Salah satu respon perusahaan terhadap
krisis sangat beragam, salah satunya bersikap positif dengan membantu
masyarakat yang terdampak melalui kegiatan corporate social responsibility
(CSR) atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.Fenomena
memberikan bantuan ke masyarakat saat pandemi ini menjadi salah satu
bentuk perusahaan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat sekaligus bisa

menambah citra baik bagi perusahaan di mata masyarakat. Bentuk kegiatan



CSR yang pertama yakni penggalangan dana atau kegiatan sejenis yang
dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian
masyarakat tentang suatu masalah sosial. Kedua berupa komitmen perusahaan
untuk berkontribusi atau mendonasikan persentase dari pendapatan untuk
kejadian/masalah tertentu. Ketiga berupa dukungan perusahaan terhadap
perubahan perilaku guna memperbaiki kesehatan publik, keselamatan,
lingkungan atau kesejahteraan komunitas. Keempat adalah kontribusi
langsung perusahaan dalam mendonasikan dana atau sejenisnya untuk amal
atau kejadian tertentu. Kelima dapat berupa dukungan dan dorongan
perusahaan kepada karyawan dan partner kerja untuk menjadi sukarelawan
pada organisasi komunitas lokal dan kejadian tertentu.Dengan adanya krisis
ini, peneliti ingin mengetahui program CSR yang dilakukan oleh PDAM
buleleng guna meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Selain itu,
peneliti ingin mengungkapkan proses penganggaran dana CSR di PDAM
Bulelelng serta apa saja kendala yang dirasakan dalam proses menyalurkan
program CSR ke masyarakat.Kepedulian sosial sebagai tanggung jawab
terhadap lingkungan sekitar menjadi program tujuan jangka panjang bagi
perusahaan. Dengan melakukan berbagai aktivitas kepedulian terhadap
lingkungan sosial, perusahaan akan memperoleh nilai tambah di masyarakat.
Karena itu Corporate Social Responsibility menjadi cara perusahaan agar
mendapat citra baik di mata masyarakat hal ini didukung oleh Kotler dan Lee
dalam (Nova, 2009)yang menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat dari
CSR bagi perusahaan seperti memperkuat brand positioning, dan

meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Kegiatan Corporate Social



Responsibility (CSR) juga harus tepat sasaran, perusahaan perlu untuk
melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah mana saja yang akan menjadi
sasaran kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) agar penyaluran dana
atau pelaksanaan program menjadi tepat sasaran, yang dimaksud dengan tepat
sasaran disini yaitu agar nantinya pada saat pelaksanaan program Corporate
Social Responsibility (CSR) dapat dilaksanakan dengan merata di setiap
daerah-daerah yang memang perlu dilakukan program tersebut sehingga
dapat dikatakan tepat sasaran.

Perkembangan program Corporate Social Responsibility pada BUMD di
bidang pelayanan air minum yang beroperasi di Indonesia khususnya pada
Perusahaan Daerah Air Minum sudah bisa dianggap sebagai suatu kegiatan
penting yang bukan hanya untuk kegiatan amal, sehubungan dengan itu,
usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha
milik daerah (BUMD) telah berjalan sejak lama. BUMD tersebut dibentuk
berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang
diperkuat oleh (UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Di Daerah, 1974)(Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Tujuan
dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan
daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan
kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Dapat
dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori sasarannya
dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani
kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan

penerimaan daerah. BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu



jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM),
tidak lepas dari itu perusahaan sudah memiliki komitmen atau tujuan untuk
bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Komitmen ini ditunjukan
dengan sudah dibentuknya suatu struktur organisasi khusus, serta suatu
program terfokus yang mengutamakan keselamatan lingkungan dan
kesejahteraan masyarakat serta mengajak semua rekan kerja dari perusahaan
untuk terlibat aktif dalam rangka pembangunan berkelanjutan ini
(sustainability development). Dengan melihat komitmen yang kuat dan
program yang terarah ini maka bisa disimpulkan bahwa program Corporate
Social Responsibility di perusahaan daerah ternyata bukan merupakan suatu
kerugian untuk perusahaan tersebut walaupun harus menyediakan dana

Khusus untuk program ini.

Gambarl.1

Kantor PDAM Kabupaten Buleleng
(Sumber : Observasi Awal, 2020)

Salah satu kabupaten di Bali khususnya Kabupaten Buleleng dan

tepatnya di daerah Kota Singaraja yang memiliki Perusahaan Daerah Air



Minum (PDAM) yang berlokasi di JI. Melati No.10, Banjar Jawa, Kecamatan
Buleleng, merupakan salah satu perusahaan daerah yang menerapkan
program Corporate Social Responsibility (CSR).Program CSR yang ada di
PDAM Kabupaten Buleleng telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabuapen
Buleleng seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Hita Buleleng dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun
2010 Tentang  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Kabupaten
Buleleng.Implementasikegiatan program CSR yang ada di PDAM Kabupaten
Buleleng itu sendiri adalah bahwa setiap karyawan menjadi jembatan antara
perusahaan dan masyarakat. Artinya bahwa karyawan yang ada di PDAM
menjadi perantaradari program CSR yang nantinya akan dilaksanakan.
Masyarakat yang memang memerlukan bantuan berupa dana terkait kegiatan
ataupun rangkaian suatu program dapat menginformasikannya kepada sanak
saudara ataupun kerabat yang bekerja di PDAM Kabupaten Buleleng
sehingga nantinya karyawan tersebut yang akan menghubungkan antara pihak
masyarakat dan perusahaan. Selain program-program yang dimilikioleh
karyawan yang dimana sebagai perantara dari masyarakat, PDAM Kabupaten
Buleleng sendiri telah memiliki beberapa program bantuan yang sudah
terlaksana di setiap tahunnya.

Program CSR vyang dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Buleleng
terbagi menjadi 5 (lima) kategori kegiatan sosial, diantaranya sosial
keagamaan, sosial kemasyarakatan, sosial lingkungan, sosial pendidikan dan

sosial olahraga. Dalam proses peaksanaan program kegiatan CSR tersebut



diperlukan dana dalam menunjang suksesnya kegiatan tersebut, adapun dana
yang dianggarkan dalam kegiatan tersebut berasal dari laba yang diperoleh
pada periode sebelumnya.

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengungkapan proses
penganggaran dana dan akuntabilitas dalam implementasi dana untuk
penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PDAM Kabupaten
Buleleng. Dimana PDAM Kabupaten Buleleng merupakan perusahaan daerah
yang memiliki tujuan memperoleh laba pada setiap tahunnya, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada, PDAM Kabupaten Buleleng
sebagai sebuah perusahaanmemiliki kewajiban untukpeduli terhadap
masyarakat sosial dan lingkungan sekitarnya.Untuk dapat mewujudkan
kewajiban tersebut maka PDAM Kabupaten Buleleng telah menganggarkan
dana untuk pelaksanaan program CSR sebesar 10% dari laba yang diperoleh.
Kegiatan CSR yang telah terlaksana harus dipertanggungjawabkan, guna
terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain hal tersebut peneliti juga tertarik memilih lokasi penelitian pada
PDAM Kabupaten Bulelengkarena selama dua periode berturut-turut yaitu
tahun 2015 dan 2016 (dilaporkan dalam penilaian tahun berikutnya, 2016 dan
2017), PDAM Kabupaten Bulelengselalu memperoleh peringkat pertama
sebagai Perusahaan yang memilikikinerja terbaik di Tanah Air berdasarkan
penilaian BPPSPAM (Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum), adapun penilaian tersebut meliputi empat aspek
yaitu keuangan, pelayanan, operasi dan SDM. Hal tersebut disebutkan pada

website PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia)
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sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penganggaran hingga
proses akuntabilitas dari program CSR yang ada di PDAM Kabupaten
Buleleng.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti (Andre
Risky, 2019)yang menghasilkan bahwa Hardys Hotel Singaraja dalam proses
penyusunan penganggaran dana Corporate Social Responsibility hampir
melibatkan seluruh pegawai/karyawan hotel yang memiliki peran, tugas, dan
tanggungjawabnya masing-masing serta tahapan proses penyusunan
penganggaran dana Corporate Social Responsibility dimulai dengan
mengadakan rapat yang dilaksanakan oleh Operational Manager, Senior
Accountant, Sales Executive, Front Office Supervisor, Public Area Leader,
Room Leader, Engineering Supervisor, dan Security Leader. Pada
berjalannya rapat Operational Manager akan memberikan evaluasi mengenai
masalah maupun apa saja hal yang sudah terjadi di lapangan atau di sekitar
hotel mengenai CSR (Corporate Social Responsibility). Dalam hal ini sudah
dapat terlihat bahwa dalam proses penyusunan penganggaran dana telah
malaksanakan proses perencanaan program maupun besaran anggaran yang
nantinya diperlukan dengan cukup baik. (Ristanty, 2017)juga melakukan
penelitian sejenis dengan hasil Anggaran CSR yang ada pada PDAM Surya
Sembada Surabaya telah dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan.
Sebagian besar kegiatan yang ada bekerja sama dengan pihak lain dan PDAM
sebagai penyumbang dana bantuannya, baik secara rutin maupun tidak. Tetap
ada kegiatan yang langsung dilakukan oleh PDAM seperti kegiatan saat

Ramadhan, bantuan bencana sosial melalu tim khusus PDAM, pemberian
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bantuan sepeda untuk siswa sekolah pada HUT PDAM dan beberapa kegiatan
lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2019)menjelaska bahwa
proses penganggaran dana CSR (Corporate Social Responsibility) di PT.PLN
Distribusi Bali Area Bali Utara telah dianggarkan oleh Kantor Pusat PLN dan
dananya ditransfer atau diberikan ke Kantor Pusat Induk Unit Distribusi
dengan melihat anggaran dana dari program sebelumnya selain dari dana
yang diberikan oleh kantor Pusat, anggaran dananya juga diperoleh dari
sumbangan pegawai yang dilakukan rutin setiap bulan, dana ini merupakan
bentuk kepedulian pegawai. Dana CSR dikelola berdasarkan untuk aspek
agama, aspek Pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek
lingkungan. Kesemua aspek tersebut akan dibagi dananya sesuai dengan yang
dibutuhkan berdasarkan survey. Penelitian yang dilakukan (Aprianthiny,
2015)menghasilkan bahwa PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi dalam
mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaannya melalui
Program CSR (Corporate Social Responsibility) mendapat respon dan
dukungan sepenuhnya dari masyarakat dengan kegiatan kegiatan yang
dilakukan PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi yang bermanfaat Untuk
mensejahterakan masayarakat. Dari program CSR CSR (Corporate Social
Responsibility)  tersebut bukan hanya masyarakat saja yang merasakan
dampaknya, tetapi PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi merasakan manfaat, seperti:
terjalin hubungan emosional (rasa memiliki kepercayaan) yang baik dengan
para stakeholder tersebut, menciptakan nama baik, reputasi, image yang baik

dimata masyarakat luas sehingga memudahkan dalam proses bisnis,
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meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, meningkatkan
profitabiltas perusahaan dan keberlanjutan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan
oleh (Risky, 2019). Perbedaan penelitian (Risky, 2019)dengan penelitian saat
ini yaitu peneliti tidak hanya berfokus pada penganggaran dana CSR saja
melainkan juga berfokus pada akuntabilitas dalam implementasi dana
penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PDAM Kabupaten
Buleleng yang merupakan perusahaan daerah yang ingin mendapatkan
peningkatan laba pada setiap tahunnya, tetapi masih memiliki tanggung jawab
untuk peduli terhadap masyarakat sosial dan lingkungan sekitarnya.
Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian (Risky, 2019)adalah sama-
sama meneliti terkait proses penganggaran dana CSR.

Berdasarkan hal tersebut adapun judul yang ingin peneliti angkat dalam
peneletian ini adalah : “Pengungkapan Proses Penganggaran Dana Dan
Akuntabilitas Dalam Implementasi Dana Penerapan Corporate Social

Responsibility (Studi Pada PDAM Kabupaten Buleleng)”

1.2 ldentifikasi Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah di paparkan, maka dapat
diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :
1. PDAM merupakan perusahaan daerah yang menginginkan peningkatan
laba di setiap tahunnya namun memilikui tanggung jawab sosial kepada

masyarakat.
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2. Penggunaan laba bersih yang dihasilkan oleh PDAM Kabupaten Buleleng
diatur oleh peraturan pemerintah daerah salah satunya ditujukan untuk

program CSR.

1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada proses pengungkapan
penganggaran dana dan akuntabilitas dalam implementasi dana PDAM
Kabupaten Buleleng, maka penelitian ini memfokuskan penelitian pada proses
pengungkapan penganggaran dana dan akuntabilitas dalam implementasi dana
pada penerapan Corporate Social Responsibility di PDAM Kabupaten

Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang
dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penganggaran dana Corporate Social Responsibility
(CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimana proses akuntabilitas dana Corporate Social Responsibility
(CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng?

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengungkapan
penganggaran dana dan akuntabilitasCorporate Social

ResponsibilitypadaPDAM Kabupaten Buleleng?
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1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran dana Corporate
Social Responsibility (CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng
2. Untuk mengetahui bagaimana proses akuntabilitas dana Corporate Social
Responsibility (CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses
pengungkapan penganggaran dana dan akuntabilitasCorporate Social

ResponsibilitypadaPDAM Kabupaten Buleleng?

1.6 Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan atas
manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini merupakan uraian dari kedua
manfaat tersebut.
a. Manfaat Teoritis
Secara teori, penelitian ini dapat menambah penelitian-penelitian
tentang pengungkapan proses penganggaran dana dan akuntabilitas dalam
implementasi dana penerapan Corporate Social ResponsibilitypadaPDAM
Kabupaten Buleleng. Selain itu, secara teori hasil penelitian ini dapat
mendukung kontribusi hasil penelitian dengan ilmu pengembangan

akuntansi.
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b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa

pihak berikut ini.

1)

(@)

Bagi peneliti (selaku mahasiswa Akuntansi Program S1) penelitian ini
memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan teori-teori yang
terkait penganggaran dana dan akuntabilitas yang penulis dapatkan
dalam perkuliahan.

Bagi PDAM Kabupaten Bulelengmemberikan informasi dan
pengetahuan terkait dengan pengungkapan proses penganggaran dana
dan akuntabilitas yang bermanfaat bagiPDAM Kabupaten Buleleng,
sertapenulis berharap agar kajian-kajian ilmu dalam penelitian ini
dapat menjadi pembanding dalam praktek pelaksanaan pengungkapan
proses penganggaran dana dan akuntabilitas
CorporateSocialResponsibility (CSR) pada PDAM Kabupaten

Buleleng.



